
I SALINAN I

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR7 TAHUN2023

TENTANG
PEDOMANPENETAPANDANPENYELENGGARAANDESAWISATA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan
masyarakat, dibutuhkan upaya memajukan
kepariwisataan daerah melalui DesaWisata dengan
tetap memelihara ke1estarianalam serta ke1uhuran
nilai budaya dan adat istiadat;

b. bahwa potensi daya tarik wisata berbasis
kewilayahan Desa Wisata dengan keunikan
karakteristik alam, budaya, dan buatan yang khas
diperlukan perencanaan dan pembangunan secara
terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan dalam
penyelenggaraannya;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019
tentang Kawasan Desa Wisata tidak sesuai lagi
dengantuntutan dan perkembangankepariwisataan
sehinggaperlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (9)
Peraturan Daerah Kabupaten MajalengkaNomor 10
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penetapan dan
PenyelenggaraanDesaWisata;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 1950)sebagaimanatelah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang denganMengubahUndang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi DjawaBarat (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor2851);

2. Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4966)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6841);

3. Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentang Desa
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimanatelah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
IndonesiaNomor6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
IndonesiaNomor6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
IndonesiaNomor5262);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2021Nomor8);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
PenyelenggaraanKepariwisataan(LembaranDaerah
KabupatenMajalengkaTahun 2021Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPENETAPAN
DANPENYELENGGARAANDESAWISATA.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1
DalamPeraturanBupati ini yangdimaksud dengan:
1. DaerahKabupatenyang selanjutnyadisebut Daerah

adalah ...
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adalahDaerahKabupatenMajalengka.
2. Bupati adalahBupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah Xabupaten adalah Bupati

sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerah
yang memimpinpelaksanaanurusan pemerintahan
yangmenjadikewenangandaerahotonom.

4. PerangkatDaerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadikewenanganDaerah.

5. Dinas adalah PerangkatDaerahyang membidangi
pariwisata.

6. Wisata adalah kegiatanperjalananyang dilakukan
oleh seseorangatau sekelompok orang dengan
mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembanganpribadi, atau mempelajari
keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam
jangkawaktu sementara.

7. WisatawanadalahorangyangmelakukanWisata.
8. PariwisataadalahberbagaimacamkegiatanWisata

dan didukung berbagaifasilitas serta layananyang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
pemerintahpusat, danPemerintahDaerah.

9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang
memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang
berupa keanekaragamankekayaan alam, budaya,
dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran
atau tujuan kunjunganWisatawan.

10. DesaWisata atau yang disebut dengannama lain,
adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi,
akomodasi,dan fasilitasi pendukungyangdisajikan
dalam suatu struktur kehidupan masyarakatyang
menyatu dengan tata cara dan tradisi yang
berlaku.

11. PengelolaDesaWisataadalahpihak yangditetapkan
untuk bertanggungjawabmengelolaDesaWisata.

12. AsosiasiDesaWisataadalahsebuahwadah jejaring
atau organisasi PengelolaDesa Wisata yang
bertujuan untuk meningkatkan peran Pengelola
Desa Wisata melalui pemberdayaanmasyarakat,
meningkatkan citra Pariwisata Indonesia melalui
DesaWisata, meningkatkan kualitas sumber daya
manusia PengelolaDesaWisatasecaraprofessional
dan sebagaiwadahberjejaringpertukaran informasi
antar PengelolaDesaWisata.

13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
sekelompokorangyang melakukan kegiatanusaha
Pariwisata.

BABII
PEMBENTUKANDANPENETAPAN

BagianKesatu
Pembentukan

Pasal2 ...
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Pasal2
PembentukanDesaWisatadidasarkanpadapersyaratan:
a. teknis; dan
b. administrasi.

Pasal3
(1) Persyaratan teknis sebagaimanadimaksud dalam

Pasal2 huruf a meliputi:
a. adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat

atau aktivitas pariwisataberbasismasyarakat;
b. memiliki potensiunggulansebagaidayatarik;
c. tersedia fasilitas untuk mendukung kegiatan

Wisata;
d. adanya kemudahan aksesibilitas menuju

lokasi;
e. adanya susunan kelembagaan dan

ketersediaansumberdayamanusia;dan
f. adanyaupayapemasarandan promosi.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimanadimaksud
dalamPasal2 huruf b meliputi:
a. adanyausulan dari wargadesasetempatuntuk

mengajukanpembentukanDesaWisatakepada
KepalaDesasetempat;

b. adanya pembentukan Desa Wisata dengan
PeraturanDesa;

c. profil DesaWisata;
d. visi dan misi serta anggaran dasar dan

anggaranrumah tanggaDesaWisata;
e. susunan pengurusDesaWisatayang disahkan

olehKepalaDesasetempat,dan;
f. programkerja.

BagianKedua
Penetapan

Paragraf1
Alur

Pasal4
Alur penetapanDesaWisatameliputi:
a. Kepala Desa setempat mengajukan usulan

penetapanDesaWisatakepadaBupati;
b. Bupati melakukanverifikasi usulan penetapanDesa

Wisatadari KepalaDesapaling lama 25 (duapuluh
lima) hari kerja terhitung sejak menerima usul
penetapansecaralengkapdan benar;

c. Bupati memberikan keputusan menerima atau
menolakusulan penetapanDesaWisatapaling lama
25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak
melakukanverifikasi; dan

d. usulan penetapanDesawisata yang ditolak dapat
diusulkan kembali setelah dilakukan perbaikan
danmemenuhipersyaratanyangditentukan.

Pasal5 ...
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Pasal5
Ketentuan lebih lanjut mengenaialur penetapanDesa
Wisatasebagaimanadimaksud dalam Pasal4 tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkandari PeraturanBupati ini.

~ Paragraf2
Verifikasidan evaluasiAdministrasidan Lapangan

Pasal6
(1) Usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati

dilakukan verifikasi dan evaluasi administrasi dan
lapangan.

(2) Verifikasi dan evaluasi administrasi dan lapangan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
olehtim penilai.

(3) Susunan keanggotaan tim penilai sebagaimana
dimaksudpadaayat (2)terdiri atas :
a. unsur PerangkatDaerah;
b. unsur praktisi kepariwisataan;dan
c. unsur akademisi.

(4) MasakeIja tim penilai sebagaimanadimaksud pada
ayat (2) selama 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau
paling sedikit 4 (empat)bulan sekali.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,
susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim
verifikasi dan evaluasisebagaimanadimaksud pada
ayat (2) sampaidenganayat (4) ditetapkan dengan
KeputusanBupati.

Pasa17
Desa yang lolos verifikasi administrasi dan lapangan
ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan
Bupati.

Pasal8
Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator verifikasi
administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BABIII
KELEMBAGAANDANKEPENGURUSAN

Pasal9
(1) KelembagaanDesaWisata dapat berbentuk badan

usaha milik desa,ke1ompokmasyarakat,ke1ompok
masyarakatadat,atau badanusahalain.

(2) Badanusaha lain sebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dapatberupayayasanatau koperasi.

Pasal10
(1) DesaWisatamembentukPenge10laDesaWisata.
(2) PengelolaDesaWisatasebagaimanadimaksudpada

ayat ...
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ayat (1)terdiri dari pembinadan pengurusharian.
(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikitme1iputi:
a. unsur Desa;dan
b. tokohmasyarakat.

(4) Pengurusharian sebagaimanadimaksud pada ayat
(2)me1iputi:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara;dan
d. seksiyangmembidangiurusan tertentu sesuai

kebutuhanwilayah.

Pasal11
Penge10laDesaWisatabertugas:
a. me1akukanpenge10laanpotensi dan Daya Tarik

Wisatayangbercirikan unik, autentik, spesifik,dan
bersifat kearifan lokal menjadi sebuahpaketWisata
yangmenarikdan layakjual;

b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan
masyarakat;

c. menyiapkanmasyarakatsebagaipe1akuWisata;
d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang

sudahditetapkan;dan
e. me1aporkan hasil pe1aksanaan program dan

kegiatan kepada Kepala Desa dan Bupati me1alui
Dinas.

Pasal12
PengelolaDesa Wisata memiliki fungsi perencanaan,
pe1aksanaan,dan pe1aporanprogram kegiatan Desa
Wisata.

Pasal13
Masa kerja PengelolaDesaWisata untuk satu periode
ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembalidalamperiodese1anjutnya.

BABIV
ASOSIASIDESAWISATA

Pasal14
(1) DesaWisatamembentukAsosiasiDesawisata.
(2) AsosiasiDesaWisata sebagaimanadimaksud pada

ayat (1)terdiri dari pelakuDesaWisatayangberada
di wilayahDaerah.

(3) AsosiasiDesaWisata sebagaimanadimaksud pada
ayat (2) dipilih dari dan oleh setiapPenge10laDesa
Wisatasecaramusyawarahdanmufakat.

(4) Struktur organisasi Asosiasi Desa Wisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
denganayat (3)paling sedikit terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara;dan

d. seksi ...
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d. seksisesuaikebutuhan.
(5) Masakerja AsosiasiDesaWisatauntuk satu periode

ditetapkan selama5 (lima)tahun dan dapat dipilih
kembaliuntuk 1 (satu)periodeberikutnya.

Pasal15
AsosiasiDesaWisatabertugas:
a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta

permasalahanyang terjadi dalam pengelolaanDesa
WisatakepadaDinas;

b. melaksanakantemu Desa Wisata paling sedikit 1
(satu)tahun sekali;

c. membantu tim penilai dan Dinas dalam
penyusunan program dan kegiatan Desa Wisata;
dan

d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan
DinasdalampembinaanDesaWisata.

BABV
PEMBERDAYAANDESAWISATA

Pasal16
Bupati menyelenggarakanpemberdayaanDesa Wisata
melalui:
a. pembinaantata kelolaDesaWisata;
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan

ekonomikreatif DesaWisatatingkat lanjutan;
c. pembinaanDayaTarik Wisatadi DesaWisata;
d. peningkatan dan pengembanganpemasaran Desa

Wisata;dan
e. fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan

kemitraan.

Pasal17
Pembinaantata kelolaDesaWisatasebagaimanadimaksud
dalamPasal16huruf a meliputi:
a. pembinaanpengelolaanDesaWisataberupa:

1. perencanaanDesaWisata;
2. pengorganisasianDesaWisata;dan
3. pembangunanDesaWisata.

b. pembinaan untuk pelestarian tradisi, kesenian,
budaya,dan kearifanlokal di DesaWisata;dan

c. pembinaanuntuk pengelolaanlingkunganyang lestari
dan berkelanjutan

Pasal18
Peningkatankapasitassumberdayamanusiadan ekonomi
kreatif DesaWisatasebagaimanadimaksuddalamPasal16
huruf b meliputi:
a. sadarWisatadan saptapesona;
b. penyelenggaraan jaminan kebersihan, kesehatan,

keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa
WisatabagiWisatawan;

c. pengelolaankeuangan;
d. kualitas dan keahlianpemanduWisataDesaWisata;

e. pengelolaan...
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e. pengelolaanakomodasiyangberkualitas;
f. penumbuhkembanganekonomikreatif;
g. pembuatanpaketWisata;
h. promosi;dan
1. jaringan kemitraan.

Pasal19
(1) Pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 huruf c
meliputi:
a. fasilitasi perencanaanDaya Tarik Wisata Desa

Wisata;
b. fasilitasi pengajuan sertifikasi jaminan

kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan
kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi
Wisatawan;dan

c. fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan
arnenitasDayaTarik Wisata.

(2) Fasilitasi perencanaanDayaTarik WisataDesaWisata
dan fasilitasi sertifikasi jaminan kebersihan,
kesehatan, keselarnatan,dan kelestarian lingkungan
di DesaWisatabagiwisatawansebagaimanadimaksud
pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan dalarn bentuk
pendampingan.

(3) Fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan dalambentuk program.

Pasal20
Peningkatandan pengembanganpemasaranDesaWisata
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 huruf d
dilaksanakandalarnbentuk:
a. penyediaan informasi Desa Wisata di setiap pusat

informasiPariwisataDaerah;
b. penyajian informasi Desa Wisata pada media cetak

danmediaelektronik;dan
c. keikutsertaan parnerandan pementasanseni budaya

dalamnegeri.

Pasa121
Fasilitasi pengembanganjaringan usaha dan kemitraan
sebagaimanadimaksuddalarnPasal16 huruf emeliputi:
a. pengembanganjaringan usaha dan kemitraan antar

pengelolaDesaWisata;dan
b. pengembanganjaringan usaha dan kemitraan antara

PengelolaDesaWisata denganPengusahaPariwisata
dan/atau pihak lainnya.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasa122
(1) PengelolaDesaWisata dapat menyelenggarakankerja

sarnadalamrangkamengembangkanDesaWisata.
(2) KeIja sarnasebagaimanadimaksudpadaayat (1)

dilakukan ...
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dilakukan dengan:
a. pemerintahdaerahprovinsi lain;
b. pemerintahdaerahkabupatenjkota lain;
c. pihak ketiga;dan
d. lembagaatau pemerintahdaerahdi luar negeri,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Penyelenggaraankerja sama sebagaimanadimaksud
padaayat (1)danayat (2)antara lain:
a. bantuan pendanaan;
b. penyediaantenagaahli;
c. pelaksanaanpendidikandan pelatihan;
d. penyediaansaranadan prasarana;
e. teknologi;
f. promosi;dan
g. sisteminformasi.

BABVII
PENGHARGAAN

Pasal23
(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada

PengelolaDesaWisatayangmelakukanupaya:
a. pengembanganpotensiDesaWisata;
b. pelestarianalamdan lingkunganhidup; atau
c. pemeliharaan tradisi, kesenian, budaya, dan

kearifan lokal di DesaWisata.
(2) Pemberianpenghargaansebagaimanadimaksud pada

ayat (1)berupa:
a. hadiah;
b. piagam;danj atau
c. piala.

(3) Pemberianpenghargaansebagaimanadimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan
Daerah.

BABVIII
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal24
(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan

dalampenyelenggaraanDesaWisata.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. sosialisasi,seminar,lokakarya;
b. pelatihan;
c. bimbinganteknis;
d. pendampingan;
e. perlombaan;
f. keikutsertaan dalam pameran Pariwisata tingkat

provinsi dan nasional;
g. temu usaha;
h. sarasehanDesaWisata
1. pengembanganusahaDesaWisata;dan
J. aksespermodalan.

(3)Pengawasan...
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(3) Pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pelaksanaan kunjungan lapangan, sarasehan,

dan kajian dalam rangka membinaDesaWisata;
b. pemberian rekomendasi perbaikan pengelolaan

kepadaPengelolaDesaWisata;
c. peninjauan ulang kelasDesaWisata;dan
d. pemberian rekomendasipencabutan status Desa

Wisata.

BABIX
PEMBIAYAAN

Pasal25
Pembiayaan penyelenggaraanDesa Wisata di Daerah
bersumberdari :
a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten;dan/ atau
b. sumber pendapatanlain yang sah sesuaiketentuan

peraturan perundang-undangan.

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal26
Padasaat PeraturanBupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 39 tahun 2019 tentang Kawasan Desa
Wisata (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2019 Nomor39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati InI dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal6 April 2023

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan ...
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Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

~
DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003



LAMPIRAN I
PERATURANBUPATI MAJALENGKA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENETAPANDAN
PENYELENGGARAANDESA WISATA

BAGAN ALUR PELAYANAN
PENERBITANKEPUTUSANPENETAPANDESA WISATA

Pelaksana

No.

1.

2.

3.

Uraian
Prosedur

Pengajuan
Permohonan

Menerima Surat
Permohonan
dan
Kelengkapan
Berkas
Persyaratan

Memproses
Permohonan

Pemohon/
Desa

Dinas Bupati
Keterangan

Pemohon/Desa
Membawa
Kelengkapan
Berkas
Persyaratan

Kepala Dinas
menenma
berkas
permohonan

Tim Penilai
Verifikasi
Berkas
Persyaratan
dan Verifikasi
Lapangan

4.

5.

Permohonan
Ditolak

Penerbitan
Keputusan
tentang
Penetapan Desa
Wisata

Pemohon
menenma
Pemberitahuan
dari Kepala
Dinas

Bupati
menetapkan
Desa Wisata
atas Hasil
Verifikasi

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIATDAERAH

~.LENGKA,

If. "

.....---.-....
DEDE SUPENANURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI



LAMPlRAN II
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DAN
PENYELENGGARAAN DESA WISATA

INDlKATOR PENILAIAN
KRITERIA UMUM TIPOLOGI DESTINASI PARIWISATA DESA WISATA

KETERANGAN

3 (Baik)

Memiliki mata pencaharian
yang khas

Ada dan sangatkhasIunik

SANGAT UNIK, keseluruhan
normal etika sangat
berbeda denganwilayah lain
di JawaBarat

Ada dan mempengaruhi
kehidupan sehari-hari

: Dayatarik atau atraksi yang
i tidak dimiliki oleh kawasan
lain (kekhasan)

Memiliki mata pencaharian
yg umum dan khas

UNIK, memiliki beberapa
normal etika yangberbeda
denganwilayah lain di
JawaBarat

Ada tetapi tidak
mempengaruhikehidupan
sehari-hari
Ada tapi tidak khas

Sarnadenganyangumum
di Indonesia

Tidak ada

-
TIDAK UNIK,
normal etikal adat istiadat
sama dengandesa-desa
lainnya di JawaBarat

Tidak ada

INDIKATOR/PENILAIAN
_. ...~ •• ~ ","_._ ...- ._ •.••_~ __ ~_ ..,~. c __ _-~ "".•",•.'",_;'."

1 (Kurang) 2 (Cukup)
DAYATARIK

Dayatarik atau atraksi Dayatarik/atraksi yang
yangdimiliki oleh desa memiliki diferensiasi
padaumumnya (walaupunsecara

karakteristik sarnadengan
tempat lain)

4 Hasil Karyal
Kerajinan

5 MataPencaharian
Hidup

1 Potensikeunikan
dan dayatarik
wisatayangkhas
baik berupa
lingkungan alarn
pedesaan

2 Nilai-nilai, Norma
(Etikal
Estetikal adat
istiadat)

3 Mithos dan Legenda

NO FAKTOR
PENILAIAN

KEUNIKANI
DIFERENSIASI

DESA

ASPEK
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setempat

MasihTradisional

Aktivitas wisatawanbersifat
aktif (contoh:ikut bertani,
ikut menari dU)

DEKAT. Lokasiwisata
berjarak < 2km dari jalan
raya, denganberjalan kaki
maupun menggunakan

I sarana transportasi

Ada dan digunakan dalam
masyarakat

Ada dan digunakan dalam
masyarakat

, Memiliki makanan dan
minuman khas setempat

Ada tapi kurang digunakan
dimasyarakat

Ada, tapi tidak begitu
digunakan di masyarakat

Memiliki makanan atau
minuman khas setempat

Ada tapi ada
percampuranmodem dan
tradisional

i Aktivitas wisatawan
. bersifat pasif (contoh:
me1ihattarian, melihat
aktivitas
masyarakat dU)

KONDISI FISIK
SANGAT JAUH. Lokasi CUKUP JAUH. Lokasi
wisata berjarak > Skm wisata berjarak 2km-Skm
dari jalan raya, dengan dari jalan raya, dengan
berjalan kaki maupun berjalan kaki maupun
menggunakansarana menggunakansarana
transportasi transportasi

TIDAKADAaktivitas
wisata bagiwisatawan
selainhanyamelihat lihat
(sight seeing)kondisi desa

Ada tapi sudahmodem

Tidak ada

Tidak ada

Tidak memiliki
.makananminuman khas
daerah

Jarak lokasi dari
jalan raya utama

Peralatandan
Perlengkapan

I (Wadah,Pakaian,
, Senjata,dll)
OrganisasiSosialj
Masyarakat

Struktur
Sosialj KelasSosial

Makanandan
Minuman
jKebiasaanMakan

PeranAktif
Wisatawan

9

8

7

11

6

10AKTIVITAS
WISATA

LETAK
GEOGRAFIS



KONDISI
LINGKUNGAN

12 Kualitas
PemandanganDi
SekitarDesaWisata

TIDAK INDAH, Tidak ada
hal yangmenarik, karena
unsur-unsur bentang
alamtelah mengalami
kerusakan(dayatarik
utama rusak atau areal
sekitar telah tercemar
oleh limbah)ataukarena
bentukan awalyang
memangtidak baik dan
tidak menumbulkan
perasaanindah dan
selarasbagi kebanyakan
wisatawan.
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CUKUP INDAH, Unsur- BAlK, INDAH. Komposisi
unsur bentangalam cukup antara unsur-unsur bentang
baik, tapi adabeberapa j alam sangatbaik untuk
gangguanbaik alam ' dilihat dan dikembangkan,
maupun buatan yg antara dayatarik utama,
,merusak kualitas bentang areal tepian,maupun areal
alam seperti sampahpada belakangobjekmemiliki
areal tepian dayatarik pemandanganyang indah
utama maupun padadaya dan saling
tarik utamanya itu sendiri ,berkesinambungansehingga
, (sepertisampahdil) menimbulkan rasa indah
, , dan selaras

TINGGI. Terjadi
kerusakanekosistemdan
perubahannegatif
lingkungan yangamat
parah karena limbah
aktual yangberadadi
objek
TERBATAS. Daya
pandangwisatawan
terhalang / objek
tertutup, sehinggahams
mencarilokasikhusus
untuk mendapatdaya
pandangmaksimal

13 Tingkat Pencemaran
SecaraUmum

14 DayaPandang

SEDANG. Apabila terlihat
sedikit
kerusakan/ perubahan
negatif lingkungan yang
disebabkanoleh limbah
aktual yangberadadi
objek
AGAK TERBATAS. Daya
pandangwisatawan
terhalangolehbeberapa
objek, tetapi masih dapat
menikmati seluruh objek
dari posisi awaldengan
mencari tempat
pengamatanyangpaling
baik

FAKTOR PENDUKUNG
INFRASTRUKTUR

RENDAH. Apabilakeadaan
lingkungan sekitar belum
mengalamikerusakanyang
disebabkanoleh limbah
aktual yangberadadi objek

, BEBAS. Dayapandang
I wisatawansangatmaksimal
terhadapkeseluruhanobjek
(seluruhmain attraction
dapat teramati dalamsatu
waktu)
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JALAN AKSES 15 Kualitas Jalan Raya Buruk karenadalam Cukup, sudah dilakukan Baik, sudah dilakukan

konsisi berbatu pengerasan pengaspalan

16 Jalan Setapakdi Bangunanjalan tidak Jalan setapakyang Jalan setapakyang

DalamDesa sesuaidenganjenis objek dibangun cukup sesuai dibangun di destinasi

dan tidak dengankeadaanalamdan pariwisata telah sesuai

mempertimbangkan dayadukung lingkungan denganjenis objek,

keselarasandengan ' fungsi, keselarasandan daya

lingkungan sekitar dukung alam

17 Keamanan Tingkat kejahatandi jalan Adabeberapakasus Tingkat kejahatan di Jalan

SepanjangJalan sangattinggi danjalanan kejahatandi jalan, tetapi sangatrendah / hampir

sangattidak aman masih rendah tidak ada

18 PapanPetunjuk Tidak terdapatnya.papan Salahsatu dari papan Terdapatnyapapanpetunjuk

petunjuk didalam petunjuk dimiliki oleh ' di destinasipariwisata

- Arah Menuju destinasipariwisata destinasipariwisata

DestinasiPariwisata
- Petunjuk atraksi
dan fasilitaswisata

19 Kualitas Kualitas pemandangan Pemandangansepanjang Pemandangansepanjang

Pemandangan sepanjangjalanmenuju perjalananmenuju desa jalan menuju desawisata

sepanjangjalan desawisata sangatburuk wisata cukup indah namun sangatindah yangditandai

menuju desawisata adabeberapagangguan denganterawatnya
fisik lingkungan sepanjangj alan

menuju destinasipariwisata
sertatidak adagangguan
yangsecarafisik

TRANSPORTASI 20 KendaraanUmum Desawisata tidak dapat Desawisata dapat dicapai DesaWisatadapat dicapai

dicapaidengankendaraan dengankendaraanumum dengankendaraanumum

umum secaraterbatas (sewa
angkot, ojegdil)
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JARINGAN 21 Komunikasi Tidak dapat dijangkau Dapat dijangkau oleh Terdapatsaranakomunikasi

INFRASTRUKTUR jaringan telepon j aringan telepon dalambentuk apapun, baik
inter maupun intra objek,
denganjumlah ideal

22 Listrik Kapasitaslistrik tidak Dayalistrik yang tersedia Dayalistrik yang

dapatmencukupi seluruh cukup memadaidan dipergunakandalam objek

kebutuhan dalamobjek. memenuhi kebutuhan mencukupi seluruh
seluruh objek,meskipun kebutuhan kebutuhan dalam
dalampelaksanaannya ' objek denganstabilitas
kerap terjadi gangguan ' aliran sangattinggi

23 Air Bersih Kapasitasair bersih Kapasitasair dalamobjek Kebutuhan akan air bersih

dalamobjek tidak dapat cukup memenuhi terpenuhi dengansangat

memenuhikebutuhan kebutuhan dalamobjek baik

dalamobjek

24 . SistemPembuangan Tidak adasaluran limbah I Terdapatsaluran limbah Sudah terdapat saluran

. Limbah dalamkawasan,sehingga : dalamkawasannamun I limbah dalamkawasandan

limbah tidak terke10la keadannyakurang terawat, dalamkondisi yang terawat

denganbaik berfungsi cukup baik dan berfungsi denganbaik

SUPRASTRUCTURE

FASILITAS 25 Akomodasi Tidak tersedianyafasilitas Tersediafasilitas .Tersedianyafasilitas

UMUM akomodasi akomodasidengan : akomodasilengkapyang
karakteristik hotel melati meliputi hotel melati dan

. berbintang

26 Rumah Tidak tersediafasilitas Tersedianyafasilitas Tersedianyafasilitas makan

Makanj Restoran rumah makan rumahmakan minum berupa rumah
I makan dan restoran

27 PaketWisata Tidak tersedianyapaket Tersediapaket wisata tapi Tersediapaket wisata dan

wisata belum dimanfaatkanj sudah dimanfaatkanjterjual
belum terjual kepada kepadawisatawan
wisatawan
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28 Pusat Informasi Tidak tersedianyafasilitas Pusat informasi wisata Pusat informasi terletak di

Wisata pusat informasi wisata letaknya tidak strategis lokasi yang strategisdan
dan belum mampu ketersediaaninformasi
memenuhi kebutuhan sangatmemadai
informasi wisata secara
optimal

29 Fasilitas Fasilitas perbelanjaan Fasilitas perbelanjaan Fasilitas perbelanjaan

belanja/toko serba yang tersediamasih memiliki karakteristik: memiliki karakteristik :

ada/pusat bersifat tradisional . • PasarTradisional • PasarTradisional

perbelanjaan • Pusat pertokoan ' • Pusatpertokoan
• Pusat PerbelanjaanModem

30 Tokocinderamata Tidak tersedianyatoko Cinderamata/souvenir Cinderamata/souveniryang

/souvenir cinderamata yang tersedia tidak tersediamerepresentatifkan
merepresentatifkanciri ciri khas destinasi (unik)
khas destinasi

31 Bank/money JAUH, lokasi >5km ' CUKUP JAUH, lokasi 3 : DEKAT, lokasi 1-2 km

changer/ ATM km-5 km

32 Rumah sakit/Balai KURANG MEMADAI, MEMADAI, Tersedia DEKAT, 10km-25 km,

kesehatan Hanyatersedia fasilitas PUSKESMASdan Jarak Rumah Sakit Utama

klinik/Balai Kesehatan, lokasi Rumah Sakit Utama dari destinasiwisata utama

LokasiRumah Sakit berkisar 25 km-30 km tidak terlalu jauh

Utama >30km.

33 Kantor polisi/ Pos JAUH, >10km, Jarak CUKUP JAUH, 5 km-l0 j DEKAT, < 5 km,Jarak

Polisi Kantor polisi/pos polisi . km, Jarak Kantor Kantor polisi/pos polisi dari

dengandestinasiwisata polisi/pos polisi dengan destinasiwisata utama tidak

utama sangatjauh. destinasiwisata utama terlalu jauh
cukupjauh

34 Intemet Tidak tersedia fasilitas Tersediadalam kondisi Tersediadan dapat

intemet terbatas dimanfaatkan oleh
pengunjung/ wisatawan



35

36

Kualitas

Keamanan&
Keselamatan

Kualitas saranatidak
dalamkondisi yang baik,
mencemarilingkungan
dan merugikan
masyarakat sekitar

TIDAK AMAN. Fungsi
atraksi, fasilitas dan
saranasudah tidak dapat
digunakan sesuaifungsi
utamanya, tingkat
kerusakan tinggi, akses
seperti tanggadan
jembatan berkarat dan
berlumut, demikian juga
dengantempat duduk
dan shelter, sehingga
tidak mampu lagi
mencitakan rasa nyaman
padapengunjung.
Terdapatserangandari
floral fauna berbahaya,
maupun ancaman
eksternal seperti
pencurian, gangguan
masyarakat tanpa dapat
dicegaholeh keamanan,
indikasi lain adalah
munculnya banyak
perusakanterhadap
bermacamfasilitas

- 7 -

Kualitas sarana ,
pengelolaan,keamanan
.memiliki beberapamasalah
dalam operasional
keseharian tetapi masih
dapat <!itanggulangi
CUKUP AMAN. Terdapat
beberapaatraksi dan
fasilitas yang tidak berada
dalam kondisi yangbaik
maupun perawatanyang
teratur tetapi fungsi
I utamanya masih dapat
I memenuhi kebutuhan,
bahayayang diciptakannya
tidak begitu
membahayakan
keselamatanpengunjung,
seperti : kunci we yang
rusak, fungsi utama pintu
untuk menutupi
pengunjung di dalam tetap
dapat digunakan, tetapi
adabeberaparesiko yang
tidak begitu
membahayakan
keselamatanpengunjung
sepertimasuknya
pengunjung lain saat ada
pengunjungyang sedang
menggunakanwe

Kualitas sarana ,
pengelolaan,keamanan
dalamkondisi baik tanpa
mencemari lingkungan dan
bertahan dalamjangka
.waktu lama
AMAN. Hampir seluruh
atraksi, fasilitas maupun
saranadan prasaranayang
dipergunakan beradadalam
dalam kondisi yang baik dan
terawat (We yang terawat
kebersihannya, fasilitas
mendapatperawatanyang
teratur, tangga/jembatan
terbebasdari lumut dan
karat, tempat duduk/ shelter
yang bebaskarat dan
mampu menahanbeban
sesuaikapasitas
maksimumnya, berjarak
cukup jauh dari flora/fauna
berbahaya,atau terdapat
pengawassatwadan petugas
keamanandenganjumlah
yang sangatmencukupi
sesuai luas objek, dan akses
darurat ketika terjadi
kebakaran dsb.
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37 Fasilitas Kesehatan Tidak tersedianyafasilitas Tersediafasilitas untuk Tersediafasilitas untuk

dan Kese1arnatan kesehatandan menjarnin kesehatandan .menjamin kesehatandan

keselamatanyang dapat keselamatanwisatawan keselamatanwisatawan

menjarnin keselarnatan (P3K,MedicalPos,dsb) I (P3K,MedicalPos,dsb)

berwisata namun ketersediaanalat- dengankelengkapanalat-
alatnya terbatas alat keselamatanyang

sangatmemadaij lengkap

38 Fasilitas Kearnanan Tidak adanyafasilitas Tersediafasilitas dalarn Tersediafasilitas dalarn

dalarnbentuk apapun bentuk apapun untuk bentuk apapun untuk

untuk menanggulangi menanggulangi menanggulangi

kemungkinan gangguan , kemungkinan gangguan kemungkinan gangguan

keamanan keamanan (mis:bencana kearnanan(mis:bencana
alarn,pencurian) narnun alam, pencurian) dan
ketersediaanperalatannya memiliki ke1engkapan
sangat terbatas peralatan yang sangat

memadai
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

"

ORGANISASI 39 Status Pengelolaan Belum adaorganisasi Status pengelolaandesa Status pengelolaandesa

PENGELOLAAN atau kelembagaanyang wisata masih dibawah wisata dikelola oleh

mengeloladesawisata pengelolaanpenuh I organisasimasyarakat di
pemerintah desa bawah bimbingan

, pemerintah desa

SUMBERDAYA 40 Jumlah Pegawai Tidak memiliki pegawai Memiliki jumlah pegawai Memiliki jumlah pegawai

MANUSIA tetap sebandingdenganbeban lebih sedikit dibanding
tugas dan luas arealyang beban tugas dan luas areal

tersedia yang tersedia

41 PendapatanPegawai Pendapatanpegawaidi I Pendapatanpegawaisarna Pendapatanpegawaidi atas

bawah standar UMK denganstandar UMK standar UMK setempat

setempat setempat
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42
,
Pendidikandan Tidak pemah diikutkan Pemah diikutkan dalam Diiku tkan dalam pendidikan

Pelatihan : dalamkegiatan pendidikan dan pelatihan dan pelatihan

pendidikan dan pelatihan kepariwisataan I kepariwisataan secararutin

kepariwisataan

PASAR& 43 PotensiPasar Belum dikunjungi oleh Sudah dikunjungi tapi Sudahmenjadi tujuan

PEMASARAN Wisatawan wisatawan masih relatif wisata bagiwisawatan
rendahj sedikit atau mancanegaradan nusantara
terbatas padawisatawan
nusantara

44 Tingkat Kepuasan Wisatawantidak puas Masih banyak saran-saran ' Wisatawanmerasapuas

di DesaWisata pada saatmengunjungi dari wisatawan dalam ' pada saatmengunjungi desa

desawisata pengembangandesawisata wisata
-

45 Persepsidan Citra NEGATIF .Hanyadikenal BELUM BAlK, sedang- POSITIF dan istimewa

DesaWisata olehorang tertentu dalam I sedangjbiasa-biasa saja. sebagOObest destination.

skala lokaljmasih berupa Dikenal bookoleh Dikenal bookolehwisatawan

wacanadan desas-desus wisatawan lokal dan lokal, regional, nasional dan
regional intemasional

46 Tingkat Persaingan TINGGI. Terdapat Iebih RENDAH. Hanya terdapat TIDAK ADA. Tidak ada desa

DesaWisata . dari 2 desawisata yang 1-2 desawisata yang wisata yang serupa dalam

serupa dalam satu serupa dalam satu satu kawasandengan

kawasandengankualitas kawasan dengankualitas kualitas yang serupapula

yang tidak jauh berbeda yang hampir serupa

47 Informasi Desa Mediadan informasi Media dan informasi Media dan informasi tentang

WisataPariwisata tentang kondisi destinasi tentang kondisi destinasi kondisi destinasi pariwisata

pariwisata sangat tidak pariwisata cukup memadOOsangatmemadOO

memadOO • Brosur • Brosur

• Brosur • Liflet • Liflet

• Liflet • Fasilitas Interpretasi • Fasilitas Interpretasi
• TIC dan sistim informasi



KUALITAS
PELAYANANI
PENGALAMAN

DAMPAK
KEPADA

MASYARAKAT

48 Kesesuaian
Ekspetasi
Wisatawan

49 Kesiapan
Masyarakat,Sikap,
Opini & Partisipasi

50 Prosedurdan SOP
.ManajemenKrisis
• Pencegahan
• Kesiapan
• Tindakan
• Pemulihan

Kondisi aktual destinasi
pariwisata tidak sesuai
denganekspektasi
wisatawan

Tingkat kesiapandan
partisipasi masih rendah,
sikapmasyarakatmasih
menolakadanyakegiatan
kepariwisataandi
destinasi

Tidakmemiliki prosedur
dan SOPManajemen
Krisis
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Kondisi aktual destinasi
pariwisata sesuaidengan
ekspektasiwisatawan

Masih terbatasdan
memadaihanya kelompok
tertentu

Memiliki prosedur dan SOP
. namun tidak dilaksanakan
dengansecaraoptimal

Kondisi aktual destinasi
pariwisatamelebihi dengan
ekspektasiwisatawan

Pemahamanterhadap
kepariwisataansangat
kondusif, penyerapandan
manfaat pariwisata bagi
masyarakatmelalui
interaksi, keterlibatan secara
ekonomi, sosial,budaya

Memiliki prosedur dan SOP
dan dilaksanakan secara
optimal

KEBIJAKAN
KUALITAS

LINGKUNGAN

51 CommunitySocial
Responsibility(CSR)

- - .

KEBIJAKAN, PERENCANAAN & PENGEMBANGAN DESTINASI
Belumpernah Pemahmendapatkan Bantuan CSRdidapatkan
mendapatkanbantuan bantuan CSR secararutin
CSR

PENGELOLAAN
SUMBERDAYA

52 Kebijakan
Perlindungan
Terhadap
Lingkungan

53 PerencanaanDesa
Wisata

Tidakmemiliki kebijakan
j aturan perlindungan
lingkungan

Tidakmemiliki
perencanaan
pengembangan

Memiliki kebijakan
j aturan perlindungan
lingkungan, namun tidak
dilaksanakan secara
konsisten

Memiliki perencanaan
pengembangannamun
tidak dilaksanakan secara
konsisten

Memiliki kebijakanj aturan
perlindungan lingkungan,
dan dilaksanakan secara
konsisten

PerencanaanPengembangan
dilaksanakan secara
konsiten



PENGEMBANGAN
EKONOMI DESA

PEMBERDAY AAN
MASYARAKAT

54 Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
totalitas
perekonomiandesa

55 Kebijakan
kontribusi sector
pariwisata

56 Memperkuat
kemampuan
sumberdaya
manusiadapat
berpartisipasi
secaraaktif untuk
terwujudnya
masyarakatyang
mandiri bagi
kesejahteraannya
melalui pariwisata

Kontribusi sector
pariwisatahanya
mencapai< 30%terhadap
totalitas perekonomian
desa

Tidak memiliki kebijakan
kontribusi sector
pariwisata

Keterlibatanmasyarakat
dalamsektor pariwisata
hanya ada2 - 3 orang
terhadappengembangan
wisata pedesaan
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Kontribusi sector
pariwisatamencapai
antara 40-60%terhadap
totalitas perekonomian
desa

Memiliki kebijakan
kontribusi sector
pariwisatanamun belum
dimanfaatkan secara
optimal olehmasyarakat
desa
Keterlibatanmasyarakat
dalam sektorpariwisata
hanya adabeberapaorang
dan dukungan dinas
terhadappengembangan
wisata pedesaan

Kontribusi sectorpariwisata
mencapai70%terhadap
totalitas perekonomiandesa

Memiliki kebijakan
kontribusi sectorpariwisata
dan dimanfaatkan secara
optimal olehmasyarakat
desa

Keterlibatanmasyarakat,
SKPD,tokoh dan organisasi
dalam sektorpariwisata
terhadapdukungan
pengembanganwisata
pedesaan

BUPATI MAJALENGKA,

Salinan sesuaidenganaslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

~-

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

ttd

KARNA SOBAHI



LAMPIRAN III
PERATURANBUPATI MAJALENGKA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENETAPANDAN
PENYELENGGARAANDESA WISATA

KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENERBITAN KEPUTUSAN PENETAPANDESA WISATA

No. Jenis Berkas
Keterangan

Ada Tidak Ada

1.
Surat Permohonan Penetapan Desa Wisata
dan Kepala Desa

2.
Berita acara musyawarah desa tentang
Pembentukan Desa Wisata

3.
Keputusan Kepala Desa tentang
Pembentukan Desa Wisata

Profil Desa Wisata dilengkapi dengan
4. Struktur Kepengurusan Desa Wisata dan

Program Keria

5. AD/ ART Desa Wisata

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salin an sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~GKA,
q ~

DEDE SUPENANURfmHAR
NIP 19651225 198503 1 003
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